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DPR Diharapkan Objektif Tentukan Pejabat Publik

IJAKARTA] Proses pemi-
lihan pejabat negara dan
juga pemberian persetujuan
atas pengangkatan pejabat
publik oleh DPR hendak-
nya dilakukan secara ob-
jektif dan bisa dipertang-
gungjawabkan kepada pub-
lik. Hal ini dilakukan untuk
mengikis kecurigaan ten-
tang proses transaksi di
DPR dalam penentuan pe-
Jjabat publik.

Hal tersebut disampai-
kan pengamat politik dari
Universitas Bunda Mulia
(UBM) Jakarta, Silvanus
Alvin kepada SP di Jakarta,
S::nm (7/\0)

merupakan representasi
rakyat. “Kalau kewenang-
an ini dicabut, nanti ekse-
kutif akan terlalu kuat.
Namun, patut dipahami
bahwa anggota dewan
harus melakukan uji ke-
patutan dan kelayakan
secara objektif, bukan
atas dasar transaksi poli-
tik,” tegasnya.

Agar terhindar dari
transaksi politik, Alvin me-
nyarankan anggota DPR
dapat meminta aspirasi ma-
syarakat di daerah pemilih-

Kete’rllbataq DPR dalam Pengangkatan Pejabat Negara

Jabatan
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
Hakim Mahkamah Agung
Hakim Mahkamah Konetitusi
Komisi Yudisial
Panglima TNI
Kapolri

an masing- Di cra
teknologi dan informasi,
media sosial (medsos) akan

pe-
mlllhan lima anggota BPK
beberapa waktu lalu. “Dari
pemilihan lima anggota
BPK, empat di antaranya
berasal dari partai politik.
Saya mengendus ada yang
kurang pantas. Tentu asas
praduga tak bersalah tetap
kita utamakan,” katanya.
Alvin menuturkan pub-
lik memiliki banyak perta-
nyaan apabila jabatan pub-
tik diisi oleh kader parpol.
“Banyak pertanyaan mun-
cul. Misalnya, apakah uji
kepatutan dan kelayakan
benar-benar objektif? Atau
mereka. yang terpilih, lolos
karena kedekatan sebagai
sesama politisi?” tanyanya.
Lebih jauh dikatakan,
keterllbalan DPR dalam
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pendapat publik.
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dan kelayakan juga harus
terbuka untuk umum.
Tanya jawab antara anggo-
ta DPR dan kandidat tidak
hanya ditayangkan, tetapi
juga dibuat verbatim atau
transkripnya. Dengan de-
mikian, publik atau lemba-
ga swadaya masyarakat bi-
sa memantaunya.
Keterbukaan dalam
proses penentuan pejabat
publik akan mengurangi
potensi DPR untuk menye-
leweng. “Jadi, eksekutif di-
awasi DPR. DPR diawasi
langsung olch rakyat.
Butuh partisipasi aktif pub-
lik agar DPR bekerja de-
ngan benar,” kata lulusan

se-
seorang pada Jabalan pub-
lik dilatarbelakangi adanya
kekuasaan eksekutif di
Orde Baru yang begitu
kuat. Setelah r se-

dari Umversuas
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BPK. “Kalaupun berlatar
belakang parpol, anggota
BPK terplhh itu juga kom-
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Sumtser:

si” K

kepada DPR memilih peja-
bat BPK. Sclain itu ada juga

Lei Inggris bagus. Semua  kewenangan DPR memberi
ada rambu-rambu sesuai  persetujuan untuk calon ha-
Tak Ada Transaksi undang-undang dan tidak kim Mahkamah Agung,
j DPR 1 lan,” ya. K itusi,
tidak i Seperti dil i, dalam

mua berubah. Parlemen di-
perkuat fungsinya sebagai
sarana penyaringan pejabat
publik. Posisi pariemen
menjadi kuat, karena ikut
menentukan pejabat. “Ini
bagian checks and balan-
ces. Eksekutif mengajukan
dan diketahui serta diang-
gap mumpuni oleh rakyat,
yang dalam hal ini diwakili
DPR,” ujarnya.

Alvin

dalam proses pemilihan pe-
jabat negara yang dilaku-
kan komisi-komisi di lem-
baga tersebut. Pemilihan
atau pemberian persetujuan
atas pengangkatan pejabat
negara yang diusulkan pre-
siden telah sesuai dengan
Amanat UUD 1945 dan se-
jumlah undang-undang.
Legislator PDI Per-
juangan Masinton Pasaribu
tidak ada trans-

mantan  Ketua DPR
Marzuki Alie pernah me-
wacanakan untuk meng-
hapus kewenangan uji
kepatutan dan kelayakan.
Sebab, kewenangan itu di-
anggap membuka peluang
untuk transaksi politik.
Namun, wacana itu tengge-
lam karena ada perlawanan
dan juga alasan bahwa
menghilangkan kewenang-
an uji kepatutan dan kela-
yakan menimbulkan kesan
rakyat dilangkahi.

Sistem uji kepatutan
dan kelayakan di DPR se-
benarnya baik untuk dilak-

sanakan. Hanya saja, lanjut |

Alvin, terkadang prosesnya
sulit diawasi. Dia berharap
kewenangan DPR menen-
tukan sejumlah posisi pim-
pinan lembaga/badan tidak
dihilangkan, sebab DPR

aksi dalam proses pemilihan
di DPR. Apabila terjadi suap
atau korupsi dalam proses
pemilihan tersebut, tentu sa-
ja KPK sudah melakukan
operasi tangkap tangan.
“Kalau misalnya ada korup-
si, harusnya kan sudah di-
OTT KPK.” katanya.
Ketika ditanya tentang
tudingan bahwa pemilihan
atau pemberian persetujuan
terhadap pejabat tertentu
sarat kepentingan politik
seperti saat memilih lima
BP i

pemilihan lima

dan
Komisi Yudisial.
5 d

BPK, DPR memilih empat
orang yang merupakan ka-
der partai politik dan satu
orang pejabat karier di BPK.

Senada -dengannya,
Hendrawan Supratikno dari
PDI Perjuangan menyata-
kan pihaknya sama sekali
tidak mengedepankan un-
sur subjektivitas.

Menurut Hinca, esensi
dalam sistem demokrasi
yang dianut Indonesia ada-
lah rakyat yang berdaulat.
Rakyat memberikan keper»
cayaan kepada

Unmvorsitas

periu melibatkan pihak le-

gislatif. Saya rasa ini repre-

sentasi yang paling baik.

Kalau hanya dilakukan

oleh eksekutif, nanti ke de-

pan lembaga ini malah
jadi tidak ind

melalui suara langsung da-
fam pemilu legislastif serta

dang ilil
calon berlatar belak

pemilu p dan wakil

pol, ya tak masalah. Keeuals,
ada yang judicial

L b: legisla-
nf berfungsi mcngawasn ke-

review supaya tidak boleh
dan dikabulkan, pasti DPR
juga akan melaksanakan-
nya,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai
Demokrat (PD) Hinca IP

79

Banyak pertanyaan muncul. Misalnya,
apakah uj| kepatutan dan kelayakan
if?

agar terjadi penmbangan
kekuasaan: Posisi legislatif
mewakili suara dan kedau-
latan rakyat. Hal ini meru-
pakan esensi demokrasi
modern “Logis apabila po-
sisi tertentu ditanyakan dan
diminta persetujuan, bahkan
dipilih oleh legislatif yang
bahan dasarnya dari ekse-
kutif,” tegasnya.

benar-b

Atau a

yang terplhh, lolos karena

Kkedekatan sebagai sesama polit

“Kami hanya

i7

P jai ke-

kan titah undang-undang’
Apa yang kami lakukan ja-
ngan disebut sebagai kese-
wenang-wenangan. Kami
menjalankan undang-un-
dang dengan transparan

menyatakan semua meka-
nisme telah diatur dalam
Tata Tertib DPR.

Dalam pemilihan ang-
gota BPK, misalnya, DPR
mempertimbangkan kese-
suaian dan keseimbangan
antara keahlian dan kom-
posisi pembidangan tugas

dan ber jawab.
Mereka yang berlatar bela-
kang politis memang diun-
tungkan karena rata-rata
sudah lama berinteraksi de-
ngan fraksi-fraksi yang ada
di DPR,” katanya.

Mantan anggota Komisi
X1 DPR. Eva Kusuma
Sundari uuD

wenangan DPR untuk memi-
lih dan menyetujui pengang-
katan sgjumlah pejabat ne-
gara yang diajukan Presiden
merupakan suatu kewa-
jaran. Sebab, kewenangan itu

Repres
Peneliti Institute for
Development of Economics
and Finance (Indef), Andry
Satrio Nugroho berpendapat
pemilihan ketua OJK dan
pemberian persetujuan ter-
hadap pengangkatan guber-
ank Indonesia (BI) ma-
sih periu melibatkan pihak
legislatif atau DPR. Kalau

bagian dari

“Tidak ada yang salah
dalam hal yang selama ini
dilakoni oleh DPR, karena

atau

: pengangkamn pejabat terse-

but tersebut hanya diberikan
kepaga pemerintah atau pre-

Akhirnya kepercayaan
masyarakat terhadap lem-
baga tersebut menjadi ber-
kurang, bahkan nanti efek-
nya malah ke pasar,” kata
Andry Satrio.

Hunyu saja, proses yang

ra pemerintah dan DPR yang
akhirnya menghasilkan

‘orang-orang yang tidak kom-

peten di bidangnya,” katanya.
Hal senada disampaikan
ekonom senior Indef, Enny
Sri Hartati. Menurutnya,
apabila DPR yang merepre-
sentasikan rakyat tidak dili-
batkan dalam proses pemi-
lihan kepala badan atau
lembaga. dikhawatirkan
akan terjadi penyalahguna-
an kekuasaan. Enny juga
menekankan pentingnya
proses perekrutan calon pe-
jabat publik oleh pemerin-
tah atau panitia seleksi.
“DPR memiliki wewe-
nang untuk memberikan
persetujuan, itu sebenarnya
tidak krusial. Yang justru
krusial, misalnya siapa saja

semua itu sesuai
prinsip demokrasi kita.
Lagi pula kan sudah diatur
dan ditetapkan undang-un-
dang. Jadi, ini adalah ke-

yaan pilihan

siden; kan lemba-
atau badan tersebut men-
Jjadi tidak indépenden.
“Untuk pemilihan se-
perti ketua OJK dan guber-
nur Bl, saya rasa masih

yang
pemerintah yang harus di-
setujui DPR. Prosesnya itu
harus dilakukan secara pro-
fesional dan transparan,”
katanya. [MJS/HER/C-6]
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